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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 183 TAHUN 2011 
TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan 
Kementerian Sosial RI, perlu meninjau kembali 
Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 166/HUK/2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan 
Pajak di Lingkungan Departemen Sosial Republik 
Indonesia; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman 
Pengelolaan  Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Kementerian Sosial RI dengan Peraturan Menteri Sosial; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
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  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak; 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang 
Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu; 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi 
Penerimaan Negara Bukan Pajak; 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang 
Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan 
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang 
Terutang; 

   10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 76 Tahun 2011; 

 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 
tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dab Belanja Negara; 

 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 
tentang Bagan Akun Standar; 

 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat; 

 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; 
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 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 182 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan 
Kementerian Sosial Republik Indonesia;  

MEMUTUSKAN  : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN 

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat 

APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP, 
adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari 
penerimaan perpajakan. 

3. Aplikasi Target dan Realisasi PNBP (TRPNBP) adalah suatu alat untuk 
membantu perangkat instansi pemerintah dalam menyusun target dan 
laporan realisasi PNBP. 

4. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka 
pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian 
Negara/Lembaga. 

5. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara 
dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja 
Kementerian Negara/ Lembaga. 

6. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah 
pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara 
umum negara. 

7. Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya disingkat BPP, 
adalah Bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran 
untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna 
kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, 
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna 
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Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur 
Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku 
Bendahara Umum Negara. 

9. Instansi Pemeriksa adalah Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan yang diminta oleh Menteri atau Pimpinan Instansi 
Pemerintah untuk memeriksa PNBP. 

10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat 
KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum 
Negara. 

11. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan 
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk 
menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh 
pengeluaran negara. 

12. Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat Kuasa 
BUN, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas 
nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum 
Negara. 

13. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah 
pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA 
untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 

14. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah 
atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 
Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

15. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang 
selanjutnya disingkat LPJ-BPP, adalah laporan yang dibuat oleh BPP 
atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan 
uang. 

16. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, yang selanjutnya disingkat 
LPJ, adalah laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang 
dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. 

17. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 
atas beban belanja negara. 

18. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat 
yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran 
pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan. 
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19. Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkat Satker, adalah bagian dari 
suatu unit organisasi pada kementerian yang melaksanakan suatu 
atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana 
APBN. 

20. Surat Bukti Setor, yang selanjutnya disingkat SBS, adalah tanda bukti 
penerimaan yang diberikan oleh Bendahara Penerimaan kepada 
penyetor. 

21. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/ Surat Setoran Pengembalian 
Belanja (SSPB)/ Surat Setoran Pajak (SSP) yang dinyatakan sah adalah 
SSBP/ SSPB/ SSP yang telah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan 
Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/ Nomor Transaksi Pos 
(NTP)/ Nomor Penerimaan Potongan (NPP) kecuali ditetapkan lain. 

Pasal 2 
Prinsip pengelolaan PNBP, sebagai berikut  : 
a. seluruh PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial wajib disetor 

langsung secepatnya ke Kas Negara; dan  
b. seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
Pasal 3 

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan PNBP ini, meliputi  : 
a. jenis dan tarif PNBP; 
b. penyusunan target dan pagu PNBP 
c. revisi anggaran yang bersumber dari kelebihan realisasi PNBP; 
d. penagihan, pemungutan, dan penyetoran; 
e. penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan; 
f. penggunaan PNBP; 
g. laporan pertanggungjawaban bendahara; dan 
h. pelaporan PNBP. 

BAB II 
JENIS DAN TARIF PNBP 

Pasal 4 
(1) Jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.  

(2) Ketentuan jenis dan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
sebagai dasar dalam memungut jenis dan besaran PNBP pada satuan 
kerja Kementerian Sosial. 
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